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P U T U S A N  
Nomor  2593 K/Pdt/2020  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

M A H K A M A H   A G U N G  

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai  

berikut dalam perkara antara: 

I   MADE   ANOM,   bertempat   tinggal   di   Dusun   Dukuh  

Sengguan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten  

Badung;  

Pemohon Kasasi;  

L a w a n  

I KETUT SUKRA,   bertempat tinggal di Banjar Sedahan,  

Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;  

Termohon Kasasi;  

D a n  

I MADE RAI SUNARSA,  bertempat tinggal di Dusun Dukuh  

Sengguan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten  

Badung;  

Turut Termohon Kasasi;  

Mahkamah Agung tersebut;  

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  

tidak terpisahkan dari putusan ini;  

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   surat-surat   yang   bersangkutan,  

Penggugat   dalam   gugatannya   memohon   kepada   Pengadilan   Negeri  

Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:  

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menyatakan hukum Ikut Tergugat adalah sah sebagai ahli waris tunggal  

dari almarhum Ni Luh Rasta;  

3. Menyatakan hukum Ikut Tergugat sah mewarisi tanah sawah sengketa  

dan berhak menjual tanah sawah sengketa kepada Penggugat;  

4. Menyatakan   hukum   tanah   sawah   sengketa   dapat   didaftarkan  

pemilikannya oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan  Kabupaten  
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Badung;  

5. Menyatakan hukum Tergugat yang mengambil alih penguasaan tanah  

sawah sengketa adalah telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;  

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada  

Penggugat secara sukarela atau bila perlu penyerahannya dengan bantuan  

p olisi;  

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak dari padanya atas 

tanah sawah sengketa, untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat  

secara sukarela atau bila perlu penyerahannya dengan bantuan  p olisi;  

8. Menyatakan sita  conservatoir  terhadap tanah sawah sengketa adalah sah  

dan berharga;  

9. Menyatakan  putusan  ini   dapat  dilaksanakan  terlebih  dahulu  walaupun  

Tergugat menyatakan banding,  verzet  ataupun kasasi;  

10. Menghukum Ikut Tergugat untuk mentaati putusan ini;  

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;  

Atau:  

Mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah  

memberikan Putusan Nomor 351/Pdt.G/1999/PN Dps. tanggal 11 Juli 2000,  

yang amarnya sebagai berikut:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  

2. Menyatakan hukum bahwa Ikut Tergugat sebagai ahli waris tunggal dari Ni  

Luh Rasta, berhak menjual tanah sawah sengketa kepada Penggugat,  

sehingga sah jual beli yang dilakukan Ikut Tergugat dan Penggugat;  

3. Menyatakan hukum tanah sengketa dapat didaftarkan pemiliknya oleh  

Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;  

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan  

hukum;  

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya  

untuk menyerahkan tanah sengketa Hak Milik Nomor 103, luas 1.500 m²,  

terletak di Subak Cemagi Anyar, atas nama Ni Luh Rasta, dengan batas 

batas:  
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- Sebelah utara Men Bajri ,  

- Sebelah timur Telabah ,  

- Sebelah selatan I Nyoman Arka ,  

- Sebelah barat Men Wendri ,  

k epada Penggugat secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan Polisi;  

6. Menyatakan sita  conservatoir  adalah sah dan berharaga;  

7. Menghukum Ikut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini; 

8. Menghukum Tergugat dan Ikut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini  

secara   tanggung   renteng   yang   sampai   saat   ini   ditaksir   sebesar  

Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);  

9. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

Bahwa   dalam   tingkat   banding,   putusan   tersebut   dikuatkan   oleh  

Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 104/PDT/2001/PT DPS  

tanggal 21 Mei 2001;  

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  

Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2001, kemudian terhadapnya oleh  

Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November  

2001   sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor  

351 /Pdt.G/1999/PN   Dps,   yang   dibuat   oleh   Panitera   Pengadilan   Negeri  

Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat  

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada  

tanggal 3 Desember 2001;  

Menimbang,   bahwa   permohonan   kasasi   a   quo   beserta   alasan 

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan  

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang 

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat  

diterima;  

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal  

3   Desember 2001 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,  

Pemohon Kasasi meminta agar:  

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan Pemohon Kasasi dari Tergugat/  

Pembanding/Pemohon Kasasi;  
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2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 3 Mei 2001,  

Nomor 104/Pen.Pdt/2001/PT DPS;  

3. Menyatakan   hukum   bahwa   tanah   sengketa   adalah   milik/Duwen   Para  

Pemaksan Paibon yang terletak di Rumah I Gede Wedra/jual beli tidak sah  

antara I Made Rai Sunarsa dengan Penggugat;  

4. Menghukum Terbanding/Terkasasi untuk membayar semua biaya yang  

timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat pengadilan; 

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa  terhadap  memori   kasasi   tersebut,   Termohon Kasasi  telah  

mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 April 2002 yang pada pokoknya  

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;  

Menimbang,   bahwa   terhadap   alasan-alasan   tersebut   Mahkamah  

Agung berpendapat:  

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2001  

dan   Kontra   Memori   Kasasi   tanggal   4   April   2002   dihubungkan   dengan  

pertimbangan   judex facti   dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang  

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan  

hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:  

Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat/Termohon  

Kasasi dengan Ikut Tergugat, selaku anak satu-satunya laki-laki dari Ni Luh  

Rasta yang masih hidup adalah sah, karena Ikut Tergugat   selaku   penjual  

adalah ahli waris yang sah dari Ni Luh Rasta ,   saudara laki-laki dari Ikut  

Tergugat yang bernama I Putu Alit Suarjaya telah meninggal dunia;  

Bahwa objek sengketa telah bersertifikat , yaitu Sertifikat Hak Milik  

Nomor 213  atas nama Ni Luh Rasta;  

Bahwa   selain   itu   dalil   Pemohon   Kasasi,   objek   sengketa   adalah  

termasuk Merajan Paibon yang diatas namakan Ni Luh Rasta, berdasarkan  

bukti-bukti surat dan saksi Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa  

putusan   judex   facti /Pengadilan   Tinggi   Denpasar   dalam   perkara   ini   tidak  

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan  

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I MADE ANOM tersebut harus  
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ditolak;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon  

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon  

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;  

Memperhatikan   Undang   Undang   Nomor   48   Tahun   2009   tentang  

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3  

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  

M E N G A D I L I:  

1. Menolak   permohonan   kasasi   dari   Pemohon   Kasasi   I   MADE   ANOM  

tersebut;  

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat  

kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  

Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,  

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,  

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang  

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para  

Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti  

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.  

         Hakim-hakim Anggota:                                    Ketua Majelis,  

                         Ttd.                                                           Ttd.  

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  

                         Ttd.  
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Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  

Panitera Pengganti,  

                                                                                               Ttd.  

Febry Widjajanto, S.H., M.H.  

Biaya-biaya Kasasi: 
1 . M  e  t  e  r  a  i…………….. Rp    6.000,00  
2 . R  e d  a  k  s  i…………….. Rp  10.000,00  
3 . Administrasi kasasi……….. Rp484.000,00  
              Jumlah  ……………… Rp500.000,00  

                                                      Untuk Salinan  
                                     Mahkamah Agung Republik Indonesia  
                                                       a.n.  Panitera  
                                                Panitera Muda Perdata  

                                        H. ANDI CAKRA ALAM     , S     . H    . ,M     . H    .  
                                          NIP.196 2   10 2 9  198 6   12  1001  
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